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ABSTRACT

The digital transformation in the land sector has driven the Banyumas Land
Office to implement media conversion of Cadastral Map Sheets and Land Books as
a strategic step to enhance public service efficiency and integrate land data.
However, this process faces various challenges, such as discrepancies between
physical and digital data, damaged or missing documents, unmapped land parcels,
application system disruptions, and limited human resources. This study aims to
analyze the implementation of media conversion, identify the problems
encountered, and formulate applicable solutions to improve the effectiveness of

land document digitization.

This research employs a qualitative method, collecting data through
interviews, observations, and a review of documents and relevant legislation. The
analysis was conducted descriptively and qualitatively using source triangulation
to ensure data accuracy and validity. This approach allows the researcher to obtain
a comprehensive understanding of the media conversion process, the obstacles that

arise, and the strategies applied to address them.

The findings reveal that the media conversion process consists of four main
stages. Pre-Electronic Cadastral Map Sheet, Pre-Electronic Land Book, Electronic
Cadastral Map Sheet, and Electronic Land Book. The challenges encountered were
addressed through technical adjustments to problematic documents, cross-
validation of data, capacity building of human resources through training, as well
as improvements in archive management and interdepartmental coordination.
These measures are expected to improve data accuracy, accelerate the digitization
process, and achieve efficient, transparent, and sustainable land administration in

Banyumas Regency.

Keywords: Media Conversion, Land Digitization, Electronic Cadastral Map,
Electronic Land Book, Digital Transformation, Land Administration, Banyumas

Regency.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era transformasi digital telah membawa banyak perubahan besar,
termasuk dalam administrasi publik. Digitalisasi kini menjadi hal yang sangat
penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses
layanan bagi masyarakat. Dengan menggunakan teknologi informasi, seperti
aplikasi digital, pengelolaan data dan layanan bisa dilakukan lebih cepat, akurat,
dan aman, sehingga hal ini membantu mengurangi proses birokrasi yang rumit,
menghindari kesalahan manusia, serta mencegah penyalahgunaan wewenan
Transformasi digital membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang
lebih tepat, merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, serta
memastikan keamanan dan keterbukaan inforrnas Dengan transformasi digital,
pelayanan publik bisa menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, sehingga
masyarakat mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam berurusan dengan
pemerintal‘EI Di dalam Transformasi Digital terdapat satu tahapan yang sangat
penting yaitu alih media.

Menurut Mooduto alih media sebagai bagian penting dari tahapan
transformasi digital mencakup 60% dari keseluruhan proses transformasi digital,
hal ini dikarenakan alih media menentukan dasar kualitas dan keberlanjutan

system digital secara keseluruha Oleh karena itu alith media harus

! Loso Judijanto and Lukman Nurhakim, Inovasi Digital Dalam Administrasi Negara,n.d.,
https://www.researchgate.net/publication/388803318.

2 Ahmad Sholikin, Transformasi Pelayanan Publik Dengan Artificial Intelegence (A1), n.d.,
https://www.researchgate.net/publication/389101844.

3 Mungkap Mangapul Siahaan et al., “The Role of Natural Language Processing in
Enhancing Chatbot Effectiveness for E-Government Services,” Journal of Computer Science and
Technology Application (CORISINTA) 2, no. 1 (2025): 65-74,
https://doi.org/10.33050/corisinta.v2il.71.

4 Alih media merupakan proses perubahan dokumen fisik ke dalam format digital yang
berfungsi meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pelayanan publik, sumber: Bayu Aji
Permana, Abdul Halim, and Ali Uraidi, Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Elektronik Dalam
Perkara Perdata Menurut Peraturan Mentri ATR/Kepala BPN NO 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan
Sertifikat Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, 2024.



dilaksanakan karena jika tidak transformasi digital akan menghadapi kegagalan
signifikan karena ketergantungan pada sistem analog menghambat aksesibilitas,
efisiensi, dan inovaslj Ketiadaan alih media meningkatkan risiko kehilangan
data akibat kerusakan fisik atau bencana alam, mengancam keberlanjutan
operasional jangka panj an Selain itu, sistem analog yang dipertahankan akan
menghambat integrasi dengan teknologi informasi dan pengolahan data yang
sudah berkembang, yang menjadi tulang punggung transformasi digital]
Ketiadaan alih media juga memperlebar kesenjangan digital, karena sumber
daya tetap terpusat pada format yang tidak dapat diakses secara luas atau dikelola
secara kolaboratiﬂ Menurut Haryanto pertahanan terhadap media fisik juga
meningkatkan limbah kertas dan konsumsi energi, bertentangan dengan prinsip
keberlanjutan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digitalj
Oleh sebab itu, alih media bukan hanya pilihan, tetapi prasyarat utama untuk
memastikan transformasi digital berjalan efektif dan berkelanjuta
Khususnya dalam sektor pertanahan, alih media menjadi langkah strategis untuk
meningkatkan efisiensi, keamanan, serta integrasi data dengan teknologi digital
yang semakin berkembang.

Dalam sektor pertanahan, alih media memungkinkan pengelolaan data
tanah yang lebih terstruktur dan mendukung pelayanan berbasis elektronik yang
lebih eﬁsierEI Digitalisasi dokumen pertanahan, seperti sertipikat tanah
elektronik, mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tanpa harus

datang langsung ke kantor pertanahan, sehingga meningkatkan transparansi dan

> Ade Sesa Anastasia, Herwati Dwi Utami, and Dosen Prodi DIV Kearsipan FHISIP,

Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Arsip: Tantangan Dan Peluang Di Era Informasi Terkini,
n.d.

¢ Muhammad Teguh Dwi Putranto and Jazimatul Husna, “Proses Digitalisasi Koleksi

Deposit Di UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” (2015).

7 Emeralda Ayu Kusuma, Pribadiyono, and Ikhsan Budi Riharjo, Transformasi Digital

Industri Telekomunikasi Di Era Disrupsi, 2021.

8 Komang Suparjorustam and I Nyoman Sukrailawan, “Implementasi Digitalisasi

Pengelolaan Pasar Banjar Di Kabupaten Buleleng” (2023).

® Wenny Wijayanti and Ardi Wina Saputra, “Implementasi Kesantunan Berbahasa

Mahasiswa Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi,” Jurnal Sastra Indonesia 10, no. 3
(December 9, 2021): 248-254.

10 Aan Jaelani and Tika Fatichah Hanim, Teknologi Digital, Keberlanjutan Lingkungan,

Dan Desa Wisata Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 6, 2021.

" Arditya Wicaksono et al., Transformasi Pelayanan Pertanahan Di Indonesia, 2021.



akuntabilitas sistem administrasi pertanaha Hal ini juga sejalan dengan
kebijakan pemerintah yang mendorong percepatan transformasi digital dalam
layanan publik melalui berbagai regulasi yang mendukung digitalisasi
administrasi pertanaha Lebih lanjut, alih media di sektor ini tidak hanya
memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga mendukung
integrasi data lintas instansi, yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan
nasional yang lebih efektif dan berkelanjutar}' “| Dengan demikian, penerapan
alith media dalam sistem pertanahan menjadi langkah esensial dalam upaya
modernisasi layanan publik serta peningkatan efisiensi pengelolaan aset tanah di
Indonesi Salah satu contoh implementasi alih media dalam sektor pertanahan
dapat dilihat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, yang melaksanakan
digitalisasi data pertanahan untuk meningkatkan efisiensi layanan serta
mendukung transparansi dan integrasi sistem administrasi pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yang merupakan instansi
vertikal di bawah Kementerian ATR/BPN Kantor Wilayah Jawa Tengah mulai
melaksanakan proses alih media sejak bulan Juli 2024. Dalam pelaksanaannya,
alth media ini menargetkan konversi alih media sebanyak 658.520 Buku Tanah
dan 658.520 Surat Ukur ke dalam format digita Target tersebut ditetapkan
berdasarkan jumlah keseluruhan dokumen fisik yang harus dialih mediakan.
Proses alih media dilakukan secara bertahap dengan rata-rata jumlah berkas yang
dikonversi setiap harinya berkisar antara 30 hingga 40 berkas, baik untuk Buku
Tanah maupun Surat Ukur. Pada bulan Febuari 2025 Surat Ukur dan Buku Tanah
yang sudah di alith media berjumlah 51.838 dokumen. Untuk memberikan

informasi yang akurat, maka dalam proses alih media perlu diperhatikan terkait

12 Iswan Kaputra, “Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian Dan Kedaulatan Pangan”
(July 2013).

13 Mohammad Nasir, “Implementasi 9 (Sembilan) Urusan Pertanahan Di Kabupaten Kutai
Kartanegara” (December 2010).

4 Wicaksono et al., Transformasi Pelayanan Pertanahan Di Indonesia.

15 Nandang Isnandar, Hadi Arowo, and Lili Muniri, “Membangun Administrasi
Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital” (October 2022).

16 Perbedaan jumlah Surat Ukur (SU) yang lebih banyak dibanding Buku Tanah (BT)
disebabkan karena tidak semua bidang hasil pengukuran langsung didaftarkan haknya. Banyak SU
dihasilkan dari permohonan yang belum dilanjutkan, proyek redistribusi yang belum tuntas, atau
pengukuran yang dilakukan tanpa dilanjutkan ke proses sertifikasi.



kualitas data. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode Juli
2024 hingga Juli 2025, sesuai dengan pelaksanaan program alih media yang
berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini,
berdasarkan data pada Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyumas memiliki kualitas data sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah dan Klasifikasi Data Bidang Tanah Di Kabupaten Banyumas

Kualitas Data Bidang Tanah

Jumlah (Bidang) Jenis (KW) Keterangan

KW 1 merupakan bidang tanah dengan kualitas
yang paling baik karena data yang dimiliki
lengkap, yang terdiri dari : terpetakanya bidang
tanah, adanya Gambar Situasi / Surat Ukur
Spasial, adanya Gambar Situasi/Surat Ukur
Tekstual dan adanya Buku Tanah

483.025 1

KW 2 merupakan bidang tanah yang tidak
91.306 2 memiliki data Gambar Situasi/Surat Ukur
Spasial

KW 3 merupakan bidang tanah yang tidak
memiliki data Gambar Situasi/Surat Ukur
Spasial dan Gambar Situasi/Surat Ukur
Tekstual

KW 4 merupakan bidang tanah yang bidangnya
belum terpetakan secara digital

116 3

6.609 4

KW 5 merupakan bidang tanah yang bidangnya
belum terpetakan secara digital dan tidak

68.238 memiliki data Gambar Situasi/Surat Ukur
Spasial
KW 6 merupakan bidang tanah yang bidangnya
belum terpetakan secara digital, tidak memiliki
9.206 data Gambar Situasi/Surat Ukur Spasial, dan

tidak memiliki data Gambar Situasi/Surat Ukur
Tekstual
658.520 Jumlah

Sumber : Dasbor Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Bulan Maret
Tahun 2025 dan Petunjuk Teknis PTSL tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis, kualitas data bidang tanah di Kabupaten
Banyumas menunjukkan variasi tingkat kemudahan dalam pelaksanaan alih
media. KW 1 mendominasi dengan jumlah 483.025 bidang atau 73,35% dari

total, tergolong paling mudah dialihmediakan karena seluruh data pendukung



seperti bidang terpetakan, Gambar Situasi/Surat Ukur Spasial, Gambar
Situasi/Surat Ukur Tekstual, dan Buku Tanah tersedia lengkap sehingga proses
digitalisasi dapat dilakukan tanpa hambatan berarti. KW 2 yang berjumlah
91.306 bidang atau 13,87% termasuk kategori mudah, meskipun tidak memiliki
Gambar Situasi/Surat Ukur Spasial, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan
penelusuran arsip atau pembuatan ulang dokumen. KW 3 yang berjumlah 116
bidang atau 0,02% dikategorikan sedang karena tidak memiliki Gambar
Situasi/Surat Ukur Spasial dan Tekstual, sehingga memerlukan pencarian serta
validasi ganda. KW 4 yang terdiri dari 6.609 bidang atau 1,00% tergolong cukup
sulit karena bidangnya belum terpetakan secara digital sehingga memerlukan
proses pemetaan sebelum digitalisasi. KW 5 dengan jumlah 68.238 bidang atau
10,36% termasuk kategori sulit karena belum terpetakan secara digital dan tidak
memiliki Gambar Situasi/Surat Ukur Spasial, sehingga membutuhkan dua
tahapan pekerjaan besar sebelum alih media dilakukan. Sementara itu, KW 6
yang berjumlah 9.206 bidang atau 1,40% menjadi kategori paling sulit karena
selain belum terpetakan secara digital, juga tidak memiliki Gambar Situasi/Surat
Ukur Spasial maupun Tekstual, yang berarti proses alih media memerlukan
pemetaan, penelusuran data, dan verifikasi menyeluruh. Meskipun sebagian
besar bidang tanah berada pada kategori mudah, keberadaan kategori yang sulit
hingga paling sulit tetap menjadi tantangan signifikan yang memerlukan strategi
khusus, penguatan sumber daya, dan koordinasi lintas bidang agar target
digitalisasi dapat tercapai secara efektif.

Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas terdiri
dari empat tahapan utama, yaitu Pra Surat Ukur Elektronik (Pra SU-el), Pra Buku
Tanah Elektronik (Pra BT-el), Surat Ukur Elektronik (SU-el), dan Buku Tanah
Elektronik (BT-el). Tahapan Pra SU-el mencakup proses konversi surat ukur
konvensional ke dalam format digital, sedangkan Pra BT-el berfokus pada
digitalisasi buku tanah agar dapat diakses dalam bentuk elektronik. Selanjutnya,
pada tahap SU-el, dilakukan kontrol kualitas terkait bentuk bidang serta
luasannya, yang kemudian disahkan dan ditandatangani secara elektronik. Tahap

terakhir, yaitu BT-el, melibatkan verifikasi akhir terhadap informasi yang telah



dicatat dalam buku tanah, memastikan kesesuaiannya dengan hasil digitalisasi
sebelum dilakukan penandatanganan elektronik.

Dalam melaksanakan alih media, Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyumas memiliki empat tahapan utama, yaitu (a) Pra Surat Ukur Elektronik
(Pra SU-el), (b) Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el), (c) Pengesahan Surat
Ukur Elektronik (SU-el), dan (d) Pengesahan Buku Tanah Elektronik (BT-el).
Kegiatan Pra BT-el dan SU-el adalah kegiatan memvalidasi data dengan
menyesuaikan data yang ada pada dokumen fisik dengan data yang ada pada
sistem KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) sebelum nantinya dilakukan
pengesahan. Hasil dari kegiatan Pra BT-el dan SU-el adalah lembar pengesahan
kesesuaian yang mana merupakan syarat untuk alih media yang nantinya akan
disetujui dan di tandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pengukuran serta
Kepala Seksi Penetapan Hak Pertanahan. Selanjutnya, pada tahap Pengesahan
SU-el, dilakukan kontrol kualitas terkait bentuk bidang serta luasannya, yang
kemudian disahkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Seksi
Survei dan Pemetaan. Tahap terakhir, yaitu Pengesahan BT-el, melibatkan
verifikasi akhir terhadap informasi yang telah dicatat dalam buku tanah,
memastikan kesesuaiannya dengan hasil digitalisasi sebelum dilakukan
penandatanganan elektronik oleh Kepala Seksi Penetapan Hak Pertanahan.
Namun, pelaksanaan alih media belum dapat berjalan lancar karena menghadapi
beberapa kendala.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh
informasi bahwa Alih Media di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
mengalami berbagai kendala dalam tahap Pra SU-el dan Pra BT-el. Tahap Pra
SU-el dibagi menjadi dua yaitu validasi tekstual dan persil. Pada validasi
tekstual, masalah utama meliputi ketidaksesuaian nomor induk bidang, error
pada KKP Web dan aplikasi SITATA, serta dokumen lama yang sulit dibaca atau
hilang. Pada validasi persil menghadapi tantangan seperti tumpang tindih bidang
tanah, perbedaan luas antara dokumen fisik dan sistem digital, serta bidang tanah
yang belum terpetakan dalam KKP Web. Sementara itu, dalam Pra BT-el,

kendala utamanya adalah kurang lengkapnya data persil induk, error pada sistem



akibat ketidaksesuaian data, serta buku tanah lama yang tidak terbaca dengan
jelas. Kendala — kendala tersebut berakibat menimbulkan masalah lain.
Permasalahan ini mengakibatkan proses digitalisasi menjadi lambat dan
terhambaEI Kesalahan pencatatan serta ketidakcocokan data sering terjadi
akibat perbedaan antara dokumen fisik dan sistem digital, yang berdampak pada
ketidakakuratan informasi pertanaha Selain itu, kesulitan dalam menemukan
arsip fisik semakin memperburuk kondisi karena banyaknya dokumen lama
yang mengalami kerusakan atau hilang, sehingga menghambat proses alih
medi Kurangnya sumber daya manusia yang memahami teknologi digital
juga menjadi kendala serius, mengingat validasi data pertanahan memerlukan
keahlian khusus dalam pemprosesan dokumen elektroni Di sisi lain,
seringnya terjadi eror pada aplikasi SITATA menunjukkan bahwa sistem
digitalisasi pertanahan masih menghadapi banyak tantangan teknis, yang
berpotensi menghambat integrasi data serta meningkatkan risiko ketidakpastian
hukum dalam administrasi pertanahan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan
melakukan penelitian dengan judul “Problematika Pelaksanaan Alih Media

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas”.
. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang dapat ditarik rumusan masalah untuk
dilakukan penelitian diantaranya:
1. Bagaimana pelaksanaan alih media Surat Ukur di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pelaksanaan alih media Buku Tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyumas?

17 Fikahati Prasetya and Muh Afif Mahfud, “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara

Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional,” Jurnal Hukum Unissula 39, no. 1 (2023): 78—89.

'8 Ana Silviana, Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran

Tanah Di Indonesia, Online Administrative Law & Governance Journal, vol. 4, 2021,
https://properti.kompas.com/read/2020/12/10/164926321/baru-82-juta-bidang-.

% Yossy Norman Triyandana and Syaifuddin Zuhdi, Peran BPN Dalam Peralihan

Sertipikat Tanha Ke Bentuk Elektronik Beserta Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikiat,
2024.

20 Dwi Wulan Titik Andari et al., Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik, n.d.



3. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan alih media Surat Ukur dan Buku Tanah Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui:

a. pelaksanaan serta permasalahan alih media Surat Ukur di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyumas;

b. pelaksanaan serta permasalahan alih media Buku Tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyumas;

c. solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan alih media Surat Ukur dan Buku Tanah Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi dan
masukan bagi Instansi dalam melaksanakan kegiatan alih media, serta
mendukung pengambilan keputusan terhadap pengelolaan data

indormasi pertanahan di Wilayah Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat teoretis yaitu memberikan wawasan tentang pelaksanaan dan
permasalahan alih media di Kantor Pertanahan khususnya di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyumas.
D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merujuk pada tingkat kebaruan, orisinalitas, dan

kontribusi unik dari suatu penelitian dalam suatu bidang ilm Penelitian

2l Arravi Rizal Firmansyah, Analisis Kajian Folklore Dalam Upacara Tradisional
Massorong Lopi Di Desa Tapango, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, Jurnal llmiah Kajian
Antropologi, vol. 8, 2024.



mengenai Problematika Pelaksanaan Alih Media Di Kabupaten Banyumas,

belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini dapat dilihat dari

penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas pelaksanaan Alih Media

namun memiliki fokus penelitian yang berbeda. Berikut adalah beberapa

penelitian yang mengkaji tentang Pelaksanaan Alih Media.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

a.Peneliti

b.Jenis (Tahun)
c¢.Judul Penelitian
d.Penerbit

Hasil Penelitian

Gap Penelitian

a.Devi Elora,

b.Jurnal (2024)

c.Problematika
Pelaksanaan Alih

Media Sertipikat
Menjadi
Sertipikat
elektronik
d.Jurnal Cendikia:
Jurnal  Hukum,
Sosial dan
Humaniora.
Universitas
Langlangbuana
Bandung

-Terdapat tantangan dalam

implementasi sertipikat
elektronik, termasuk kesiapan
sumber daya  manusia,
infrastruktur, dan validitas
data.tas tanah.

-Meskipun sertipikat

elektronik bertujuan untuk
efisiensi dan perlindungan
hukum, masih terdapat
masalah terkait keamanan
data dan perlindungan hukum
yang belum kuat.

Jurnal tersebut
memaparkan
permasalahan
pelaksanaan alih media
secara umum sedangkan
penelitian ini
menampilkan
permasalahan
pelaksanaan alih media
secara mendetail di
Kantor Pertanahan yaitu
Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas.




a.Fitrianingsih,
Rakmat Riyadi,
suharno

b.Jurnal (2021)

c.Evaluasi
Digitalisasi Arsip
Pertanahan Dan
Peta Bidang
Tanah
Terintegrasi
Menuju
Pelayanan online

d.Jurnal Tunas
Agraria. Sekolah
Tinggi
Pertanahan
Nasional

-Meskipun ada upaya untuk
mengurangi masalah
pencarian arsip, integrasi
antara arsip digital dan peta
bidang tanah belum berhasil,

yang mengakibatkan
pelayanan  online  belum
sepenuhnya efektif.

-Meskipun ada kemajuan
dalam digitalisasi, masih
banyak tantangan yang harus
diatasi  untuk  mencapai
pelayanan pertanahan yang
lebih baik dan efisien.

Jurnal tersebut membahas
tentang permasalahan
yang ada pada alih media
Surat Ukur sedangkan
penelitian ini akan
membahas masalah pada
alih media Surat Ukur
dan alih media Buku
Tanah.

a.Dian Aries
Mujiburohman,

b.Jurnal (2021)

¢. Transformasi
Dari Kertas Ke
Elektronik:
Telaah Yuridis
Dan Teknis
Sertipikat Tanah
Elektronik

d.Jurnal BHUMI:
Jurnal Agraria
dan Pertanahan.
Sekolah Tinggi
Pertanahan
Nasional

-Bahwa dari segi aspek
yuridis Permen Sertipikat-el
khususnya terkait
pelaksanaan Sertipikat-el
tidak berdasarkan sumber
hukum utama yaitu UUPA
dan peraturan pelaksananya,
mengacu pada UU ITE dan
UU Cipta Kerja, sumber
hukum  utamanya terbit
belakangan yaitu PP No. 18
Tahun 2021, namun PP

tersebut juga sebagai
ketentuan pelaksana dari UU
Cipta Kerja.

-Dalam aspek teknis
sertipikat-el jika

dilihat dari faktor keamanan
lebih terjamin dibandingkan
sertipikat  analog,  salah
satunya menggunakan tanda
tangan  elektronik  yang
disandikan

algoritma kriptografi dengan
dilindungi  dengan  kode
tertentu (Hash Code dan QR
Code), dengan demikian
hanya orang yang memiliki
otoritas yang dapat
mengaksesnya

Jurnal ini memaparkan
telaah pelaksanaan alih
media dari dua aspek
yaitu aspek yuridis dan
teknis sedangkan
penelitian ini hanya
memaparkan telaah
pelaksanaan alih media
secara teknis.
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a.Andi Muhammad
Reyza Yusuf, Nia
Kurniati, Yenni
Yunithawati
Rukmana
b.Jurnal (2024)
c.Pelaksanaan
Pendaftaran
Tanah Secara
Elektronik Pada
Badan
Pertanahan
Nasional Dan
Pejabat Pembuat
Akta Tanah
d.Jurnal ACTA
DIURNAL Jurnal
Ilmu Hukum
Kenotariatan.
Universitas
Padjadjaran

-Implementasi  pendaftaran
tanah  secara  elektronik
menunjukkan pengaruh
langsung terhadap

pengelolaan data tanah yang
telah terdaftar.

-Kementerian ATR/BPN
telah menunjukkan kesiapan
dalam menerapkan sistem
pendaftaran tanah elektronik,
meskipun  pelaksanaannya
masih bertahap.

-Pendaftaran tanah secara
elektronik memberikan
jaminan kepastian hukum
melalui penerbitan dokumen
elektronik yang dilengkapi
dengan tanda tangan dan
segel elektronik.

-Terdapat tantangan dalam
penerapan sistem ini,
termasuk kesiapan sumber
daya manusia, infrastruktur,
dan kepercayaan masyarakat
terhadap keamanan data
elektronik.

Jurnal tersebut
memaparkan pelaksanaan
pendaftaran tanah
pertama kali secara
elektronik sedangkan
penelitian ini
memaparkan tentang
pelaksanaan alih media
Surat Ukur dan Buku
Tanah yang objek
tanahnya sudah terdaftar.

a.Rio Prasetio
b.Jurnal (2022)
c.Problematika
Yang Muncul
Karena
Penerbitan
Sertipikat Hak
Atas Tanah
Elektronik
d.Jurnal Hukum
Bisnis.
Universitas
Narotama
Surabaya

-meskipun sistem elektronik
bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan
kepastian  hukum, masih
terdapat tantangan besar,
seperti kesiapan sumber daya
manusia, keterbatasan
infrastruktur  teknologi  di
tingkat desa, serta potensi
keamanan data yang rentan
terhadap peretasan.

-merekomendasikan
peningkatan sosialisasi
kepada masyarakat serta

peningkatan kapasitas SDM
dalam pendaftaran tanah
elektronik untuk menjamin
keberhasilan  implementasi
sistem ini.

Penelitian ini membahas
tentang problematika
penerbitan Sertifikat
Elektronik yang
merupakan hasil dari
kegiatan alih media
sedangkan penelitian ini
membahas tentang
problematika alih media
yang merupakan proses
untuk menghasilkan
sertifikat elektronik

Sumber : Analisis Penulis, 2025
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Dengan hal ini menunjukkan penelitian terkait pelaksanaan alih media
telah ada sebelumnya, namun belum terdapat penelitian tentang problematika
pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan khususnya Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas, sehingga relevan untuk dilakukan pendalaman dan

penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan.
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BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur dan Buku Tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan alih media dokumen pertanahan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyumas, khususnya terhadap Surat Ukur dan
Buku Tanah, masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan.
Untuk Surat Ukur, hambatan utama mencakup ketidaksesuaian data
antara dokumen fisik dan digital, serta kondisi dokumen yang sudah
lama dan rusak, yang menyulitkan proses pemindaian dan verifikasi. Di
sisi lain, alih media Buku Tanah menghadapi masalah serupa, ditambah
dengan kendala sistem seperti error pada aplikasi SITATA dan data yang
tidak lengkap pada persil induk. Kedua jenis dokumen ini
membutuhkan proses verifikasi yang teliti dan sistem digital yang andal
untuk memastikan akurasi dan legalitas data yang dialihkan ke bentuk
elektronik. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur
juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelambatan pelaksanaan alih
media. Kurangnya tenaga teknis yang terlatith, minimnya pelatihan,
serta tidak meratanya pemahaman terhadap alur kerja digitalisasi
menyebabkan produktivitas kegiatan belum optimal. Selain itu, sistem
pengelolaan arsip dan basis data yang belum sepenuhnya terintegrasi
turut memperlambat proses pemindaian dan pengunggahan dokumen
ke sistem elektronik.

Target penyelesaian alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyumas ditetapkan hingga akhir tahun 2029. Namun, hingga bulan
Juli 2025, capaian alih media baru mencapai 12,6% dari total 658.520
dokumen Surat Ukur dan Buku Tanah yang harus dialihmediakan. Jika
diasumsikan laju progres tahunan tetap sebesar 12,6%, maka diperlukan

waktu sekitar sekitar 8 tahun sejak Juli 2024, yaitu pada sekitar
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pertengahan tahun 2032, atau melewati target yang telah ditetapkan
pada akhir tahun 2029.

2. Solusi yang Diterapkan dalam Mengatasi Kendala Alih Media

Surat Ukur dan Buku Tanah

Solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam alih media

Surat Ukur dan Buku Tanah mencakup beberapa langkah strategis,

yaitu:

a. Verifikasi Data Lapangan: Mengonfirmasi kesesuaian data antara
dokumen fisik dan data digital melalui pemeriksaan lapangan.

b. Peningkatan Kapasitas SDM: Memberdayakan tenaga ahli dan
memberikan pelatihan kepada petugas agar lebih terampil dalam
menggunakan sistem digital dan memverifikasi data.

c. Pelaporan peningkatan Infrastruktur kepada tim PUSDATIN:
Melakukan pelaporan agar tim PUSDATIN dapat memperbarui dan
meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung digitalisasi
untuk mengurangi masalah teknis, seperti error sistem dan
ketidakakuratan data.

d. Perbaikan Proses Verifikasi dan Validasi: Memastikan data yang
dimasukkan ke dalam sistem sudah valid dan sesuai dengan kondisi
fisik yang ada melalui tahapan verifikasi dan validasi yang lebih

ketat.

Meskipun berbagai solusi telah diterapkan, pelaksanaan alih media di
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas masih membutuhkan
perhatian lebih dalam hal infrastruktur, SDM, dan sistem digitalisasi

untuk mencapai efisiensi dan akurasi yang diharapkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan,
penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan alih media

dokumen pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas:
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1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat keterbatasan kemampuan teknis menjadi salah satu
hambatan utama dalam pelaksanaan alih media, maka diperlukan
peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan. Fokus
pelatihan meliputi keterampilan digitalisasi, penguasaan aplikasi
pertanahan, serta pemahaman terhadap standar pengelolaan dokumen
elektronik. Selain itu, penambahan SDM dapat dilakukan dengan
memberdayakan taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
melalui program MBKM dan KKN, serta melibatkan mahasiswa jurusan
Geodesi untuk alih media Surat Ukur dan mahasiswa jurusan Hukum
untuk alih media Buku Tanah. Dengan adanya bantuan dari Taruna dan
Mahasiswa, diharapkan dapat mempercepat alih media tanpa perlu
adanya pengeluaran biaya yang lebih banyak. Pelibatan tenaga ahli atau
pendamping teknis dari pusat juga dapat menjadi solusi jangka pendek

untuk mempercepat proses sambil meningkatkan transfer pengetahuan.

2. Optimalisasi Manajemen Arsip dan Kualitas Dokumen Fisik
Dokumen fisik yang rusak, tidak lengkap, atau sulit terbaca
menjadi kendala dalam proses digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan
langkah-langkah perbaikan manajemen arsip, seperti pemisahan
dokumen layak dan tidak layak alih media, restorasi dokumen yang
rusak, serta pemutakhiran identitas dokumen lama sebelum proses
pemindaian dilakukan. Selain itu, standarisasi pengecekan kelengkapan

dokumen sebelum alih media harus diperkuat.

3. Percepatan Target Progres Pelaksanaan Alih Media
Berdasarkan capaian saat ini yang baru mencapai 12,6% dari total
658.520 dokumen hingga Juli 2025, diperkirakan kegiatan alih media
baru akan selesai pada tahun 2032 jika tidak ada percepatan. Agar target
penyelesaian pada akhir tahun 2029 dapat tercapai, Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan progres tahunan menjadi

minimal 20% per tahun. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan tim
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kerja, penambahan alat digitalisasi, serta pembagian beban kerja yang

lebih efektif antar seksi.

4. Evaluasi Berkala dan Sistem Monitoring Terintegrasi
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan alih media dan
meminimalkan kesalahan data, perlu diterapkan sistem evaluasi dan
monitoring yang dilakukan secara berkala. Evaluasi ini mencakup
capaian kuantitatif maupun kualitas hasil alih media, serta efektivitas
strategi yang telah diterapkan. Penerapan dashboard progres yang
terintegrasi dengan sistem pusat dapat membantu pengawasan dan

pengambilan keputusan secara real-time.

Dengan diterapkannya saran-saran di atas, diharapkan proses alih media
dokumen pertanahan di Kabupaten Banyumas dapat berjalan lebih optimal,
tepat waktu, dan menghasilkan data pertanahan yang tertib, akurat, dan
dapat diakses secara elektronik secara luas oleh masyarakat maupun instansi

yang membutuhkan.
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